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Nur Aidah Rahmayanti, Maret 2023. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
HAK-HAK PEREMPUAN YANG MENJADI KORBAN PEMERKOSAAN.
Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas
Lambung Mangkurat, 115 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H.,
M.H., dan Pembimbing Pendamping: Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Hak-hak asasi kaum perempuan menjadi topik yang menarik. Banyak pelanggaran-
pelanggaran dan diskriminasi hak-hak manusia yang di alami oleh kaum perempuan,
dan sangat berharga untuk memahami dan mengalamatkan beberapa pelanggaran
hak-hak perempuan. Hak asasi perempuan adalah hak yang dimiliki oleh seorang
perempuan, baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan.
Perempuan dalam kajian dan pengaturan beberapa konvensi internasional dimasukan
sebagai kelompok yang rentan (vulnerable), bersama dengan kelompok anak-anak,
kelompok minoritas, kelompok pengungsi, serta kelompok rentan lainnya. Praktik
penegakan hukum di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap korban (victim),
secara yuridis semenjak terbitnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban. Penyebab menjadi korban kemungkinan karena
kealpaan, ketidaktahuan, kurang hati-hati, kelemahan korban atau mungkin kesialan
korban. Dapat juga terjadi korban akibat kelalaian negara untuk melindungi warga
negaranya. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual menyatakan korban adalah orang yang mengalami penderitaan
fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak
Pidana Kekerasan Seksual (ps.1, 4). Pemerkosaan adalah serangan dalam bentuk
pemaksaan hubungan seksual serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman
kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan
mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan. Tindak pidana
perkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut:
“Barang siapa yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang
wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan
perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian yang
berfokus kepada usaha inventariasi hukum positif. Sifat penelitian ini adalah
preskriptif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan
(statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini
menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan
hukum tersier, yang cara pengumpulannya melalui studi kepustakaan.

Analisis pasal di KUHP lama mengenai tindak pidana pemerkosaan di atur di Pasal
285, Pasal 286, dan Pasal 288. Pemerkosaan dan pelecehan seksual itu berbeda.
Dalam KUHP lama dan KUHP baru pelecehan seksual disebut dengan pencabulan.
Di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
menyebutkan pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu adalah perbuatan seksual yang
membuat korban merasa ketidak nyamanan. Pelecehan seksual dibagi menjadi dua
yaitu pelecehan seksual fisik dan pelecehan seksual nonfisik. Pelecehan seksual fisik
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yaitu menyentuh tubuh yang sensitif tanpa persetujuan, menguntit, colekan, gerakan
atau isyarat yang bersifat seksual yang membuat korban tidak nyaman. Pelecehan
seksual nonfisik yaitu mengirim gambar yang tidak diinginkan, main mata, dan
ucapan bernuansa seksual. Sedangkan pemerkosaan adalah tindakan persetubuhan
yang berdasar pada ancaman dan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku kepada
korban, tanpa disetujui oleh korban atau bertentangan dengan kemampuan pribadi.

Nur Aidah Rahmayanti, Maret 2023. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
HAK-HAK PEREMPUAN YANG MENJADI KORBAN PEMERKOSAAN.
Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas
Lambung Mangkurat, 115 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H.,
M.H., dan Pembimbing Pendamping: Rudy Indrawan, S.H., M.H.

ABSTRAK
Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana ke khususan yang
terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan untuk
mengetahui perlindungan hukum yang maksimal dilakukan bagi perempuan korban
permerkosaan.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian yang
berfokus kepada usaha inventariasi hukum positif. Sifat penelitian ini adalah
preskriptif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan
(statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini
menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan
hukum tersier, yang cara pengumpulannya melalui studi kepustakaan. Dengan
menggunakan metode penelitian ini untuk memberikan gambaran terhadap penelitian
ini, dengan maksud untuk melakukan perbaikan terhadap permasalahan yang ada.



Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Perlindungan hukum termuat dalam Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Tidak hanya di Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 negara memberikan perlindungan terhadap
hak-hak perempuan dengan adanya Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan, dan
dengan adanya Konvensi CEDAW (Convention on Elimination of All Discrimination
Againts Women). Lalu dengan adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi dasar perlindungan hukum terhadap hak-
hak perempuan yang menjadi korban pemerkosaan.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, hak-hak perempuan, permerkosaan
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